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a. bahwa berhubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota
Banjarmasin Tahun 2018 dengan terjadinya pergeseran
kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengbapusan
kegiatan, penarnbahan kegiatan barujkegiatan alternatif
penarnbahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka
perlu dilakukan perubaban Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Banjarrnasin Nomor
21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RICPD)Kota Banjarrnasin Tahun 2018, perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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3. Undang-Undang Nomor 25 'I'ahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambah an
Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor, 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor, 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 tentang
tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun
2016 Nornor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2Q16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarrnasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin 'rabun 2017 Nornor 17);



Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Penutup

C. Bab III.
d. Bab IV.
e. Bab V,
f. Bab VI.

(1) Perubahan RKPD Kota Banjarrnasin Tahun 2018 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun
2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi
landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umurn Anggaran
(KUA)dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)untuk
menyusun Perubahan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)Tahun 2018.

(3) Sistematika RKPDKota Banjarmasin Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari 6 (enam) bagian utama,
yaitu :
a. Bab r. Pendahuluan
b. Bab Il. EvaJuasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun

berkenaan

Pasal3A

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, daJam Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 21 Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2018 ( Berita Daerah Kota Banjarrnasin Tahuri
2017 Nomor 21 ), disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga
Perubahan berbunyi sebagai berikut :

PasalI

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PEJRATURANWALIKOTA BANJARMASINNOMOR21 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASINTAHUN 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan



BERITA DAERAH KOTABANJARMASINTAHUN 2018 NOMOR 44

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 J.ul! cc ra ::
PLH SEKRETARIS DAE OTA BANJARMASrN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Jul1" 2~1.8 _
WALIKOTA BANJARMASIN,~+ '

H. IBNU SINA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
KotaBanjarrnasin.

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II


